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Sudah hampir 5 bulan sejak November 2009, sidadigidliReview terhadap UU
No. 1 Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgdaa&tau Penodaan Agama
(UU Penodaan Agama) dilakukan di Mahkamah Konstituglicial Review ini telah
didaftarkan para Pemohon yang tergabung dalam Tduokasi Kebebasan
Beragama dengan perkara Nomor: 140/PUU-VII/200thpePengujian Undang-
Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1965 teapddhdang-Undang Dasar
Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

UU No. 1/PNPS/1965 merupakan produk hukum zamae Qatha. Salah satu
alasan dari pembentukan UU ini, bahwa pada masa-taesebut kondisi negara
belum stabil dan isu penodaan agama dipandangaedaaman revolusi. Dengan
demikian, keberadaan UU ini penting sebagai mekamisengamanan negara dan
masyarakat agar negara dapat terlindungi dari pakamunisme’ (baca: atheisme).

UU ini awalnya hanya berbentuk Penetapan Presidendl1 Tahun 1965. Melalui
UU No. 5 Tahun 1969, Penetapan Presiden itu dikgatanenjadi Undang-Undang.
Peraturan ini merupakan realisasi dari Dekrit Riesi Juli 1959 yang dikeluarkan
pada masa demokrasi terpimpin. Menurut keterangea Pihak Pemohon di dalam
permohonannya, konfigurasi politik pada era dem&ikexpimpin adalah otoriter,
sentralistik dan terpusat di tangan Presiden Soek&kibatnya, produk-produk
hukum yang diciptakan pada masa tersebut jugaféeosoriter dan sentralistik, tidak
terkecuali UU No. 1/PNPS/1965 ini.

Persoalan utama yang diajukan para Pihak PemoHaittdengan UU ini adalah
dibatasinya hak kebebasan beragama dan berkeyakanamasyarakat. Padahal,
sesuai ketentuan UUD 1945 dalam beberapa pasaltisepsal 28D Ayat (1), Pasal
28E Ayat (1) dan (2), Pasal 28I Ayat (1), dan P2%alyat (2) yang secara tegas
menjelaskan bahwa setiap warga negara Indonessldih kebebasan untuk
memeluk agama dan beribadat menurut agamanya erdbut merupakan Hak
Asasi Manusia yang tidak dapat dikurangi ataupbatdsi dalam keadaan apapun
(non derogable rights). Hal ini semakin diperkuat oleh ketentuan bebe&mapdang-
undang ataupun peraturan, baik yang bersifat nals&@aupun internasional, seperti
Dekalarasi Hak Asasi Manusia (DUHAM) Tahun 1948s@d 8), Undang-Undang
No. 5 Tahun 1998 tentang Pengesahan Conventionsadarture and Other Cruel,
Inhuman and Degrading Treatment or Punishment (KnsivMenentang
Penyiksaan/CAT), Undang-Undang No. 39 Tahun 1999areg) HAM (Pasal 4, Pasal
22 Ayat (2), Undang-Undang No. 29 Tahun 1999 tem@ngesahan International
Convention on the Elimination of All Forms of Raddzscrimination (Konvensi
Penghapusan Semua Bentuk Diskriminasi Rasial/CERBJang-Undang No. 11
Tahun 2005 tentang Pengesahan International Cotvengeconomic, Social and



Cultural Rights (Kovenan tentang Hak-hak Ekonorosi&l dan Budaya/Ecosob), dan
Undang-Undang No. 12 Tahun 2005 tentang Pengedatenational Covenant on
Civil and Political Rights (Kovenan tentang Hak-Iikil dan Politik/ICCPR).

Semua undang-undang ataupun peraturan tersebutntelgjelaskan secara tegas
keberadaan hak-hak dasar tersebut yang harusutigndan diakui negara, salah
satunya adalah hak atas kebebasan beragama dagdienan.

Undang-Undang No. I/PNPS/1965 sebagai Produk Hukum yang I nkonstitusional

Pasal 1:
“Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umemmceritakan,
menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, onglakukan
penafsiran tentang sesuatu agama yang dianutahésif atau melakukan
kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiagatan keagamaan
dari agama itu, penafsiran dan kegiatan mana mgranmdari pokok-pokok
ajaran agama itu.”

Secara umum dapat dilihat bahwa ketentuan Pagatasimenimbulkan anggapan
atau pendapat yang bermacam-macam dari masyaBakatia anggapan itu
menyebabkan pelarangan baru dalam kaitannya dehd@mgan terhadap hak
tersebut. Ketentuan Pasal 1 itu sangatlah muitité€etentuan tersebut juga
memberikan batasan yang tegas tentang pengakuararteghadap agama, yaitu
hanya 5 agama resmi dan satu aliran kepercayaandyakui oleh negara, meliputi
Islam, Kristen Protestan, Katolik, Hindu, Budha #tang Hu Cu. Ketentuan pasal ini
telah melanggar hak kebebasan dalam beragamaatenakitu, telah terjadi
pembatasan terhadap agama atau kepercayaan |gemmyaianut masyarakat,
khususnya masyarakat tradisional atau aliran-akegoercayaan yang sudah
berkembang sejak adanya agama-agama yang lainnyaisdiran kepercayaan
Sunda Wiwitan diJawa Barat dan Kaharingan diKalitaan

Oleh karena itu, ketentuan Pasal 1 UU No. 1 Taléb bertentangan dengan
ketentuan beberapa pasal dalam UUD 1945, sepesai P&D ayat (1) Pasal 28E
ayat (1) & ayat (%) Pasal 281 ayat (1)dan Pasal 29 ayat (2) UUD 194khususnya
bertentangan dengan hak untuk memeluk agama, datjbraeyakini keyakinan, serta
menyatakan sikap sesuai dengan hati nuraninyainSeiaketentuan Pasal 1 ini
bertentangan dengan ketentuan Pasal 18 Deklarasgrdal Hak Asasi Manusia
(DUHAM) Tahun 1948 yang secara tegas menyatakaw&®aBetiap orang berhak
atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agamandadhini termasuk kebebasan

! pasal 28D ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945:
‘Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminannperigan, dan kepastian hukum yang adil serta peatatang
sama di hadapan hukum’.

2 pasal 28E ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945:
‘Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadatroteagamanya, meilih pendidikan dan pengajaramitite
pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih teripggal di wilayah negara dan meninggalkannyaadeethak
kembali’;

Pasal 28E ayat (2) UUD Negara Rl Tahun 1945:

‘Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini keysao, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai demgan
nuraninya’.

3 Pasal 28l ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945;
‘Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kedekaan pikiran dan hati nurani, hak beragamauhékk tidak
diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi didpeeh hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasieum yang
berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidpatdalikurangi dalam keadaan apapun’.

4 Pasal 29 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945:
‘Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap pendudtitkumemeluk agamanya masing- masing dan untuk

berinbadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.



berganti agama atau keyakinan , dan kebebasan or@okatakan agama atau
keyakinan dengan cara mengajarkannya, memprakikanmelaksanakan ibadahnya
dan menaatinya, baik sendiri maupun bersama-sangaderang lain, di muka
umum maupun sendiri.” Pasal 1 ini juga bertentardyargan dua Kovenan
Internasional yang telah diratifikasi Pemerintatidnesia menjadi UU No. 12 Tahun
2005 tentang ICCPR (Pasal 18) dan UU No. 39 TalR99 tentang HAM (Pasal 4
dan Pasal 22 Ayat 2).

Persoalan kedua dari UU No. 1 Tahun 1965 adalahasekikan unsur pidana ke
dalam aturan atau UU ini, yaitu ketentuan Pasargymenyebutkan:

“Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakaal jpasu yang
berbunyi sebagai berikut:
Pasal 156a
Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanyatéiman barangsiapa
dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaamalakukan
perbuatan:
a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalabaguatau penodaan
terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganubag@apun juga,
yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

Secara prinsip, ketentuan seperti ini sangatlate@ngan dengan ketentuan Hukum
Pidana. Pada dasarnya, sebagaimana keterangaiugfHamzah dalam sidang
keempat, Rabu, 3 Maret 2010:

“UU No. 1 Tahun 1965 tentang PNPS adalah merupaghnah UU
Administratif. Sehingga, jika akan memasukkan keten pidana ke
dalamnya, tidak boleh lebih dari satu tahun. Seklamgketentuan pidana
yang dimasukkan ke dalam UU No. 1 Tahun 1965 adalah melebihi batas
atau jangka waktu tersebut, yaitu akan dipidan@alempidana penjara
selama-lamanya lima tahun. dan ini telah melanggentuan dari Hukum
Pidana tersebut.”

Hal inilah yang juga menjadi salah satu bentukdeddkonsistenan UU No. 1 Tahun
1965, khususnya, karena dimasukannya unsur pidadalam perundang-undangan
ini.

Pembentukan Pasal 4 UU a quo yang lebih melindkeggician agama bukan

pemeluk agama, yang, menurut pendapat Tim Kuasarmwari pihak Pemohon,

menimbulkan beberapa persoalan cukup krusial, 8&per

1. Dalam keniscayaan tidak tunggalnya pemahaman kessgarsiapakah yang
dapat mengatasnamakan agama untuk berdiri sebagbigta agama.
Keniscayaan tidak tunggalnya pemahaman agama khtujdengan tidak ada
satupun agama yang memiliki penafsiran tunggal;

2. Dalam konteks di atas, otoritas seperti apa yaag digunakan untuk
menafsirkan bahwa suatu agama telah dimusuhiatigahakan atau dinodai.

5 Dikutip dari Berkas Permohonan dari Pihak Pematam Tim Kuasa Hukumnya terkait dengan ‘Permohorarg@ian
Materiil UU No. 1/PNPS/1965 tentang Pencehagan &ehgunaan Dan/atau Penodaan Agama terhadap UU&aBg Tahun
1945’. Per Tgl. 2 Desember 2009.



Pada dasarnya, sama dengan keberadaan Pasahg, dieaéntuan Pasal 4 ini juga
bertentangan dengan isi beberapa pasal dalam UUb, $8perti ketentuan dari Pasal
28D ayat (1) tentang kepastian hukum yang tidakenen Pasal 27 ayat (1), Pasal
28E ayat (2), Pasal 28I ayat (1) dan (2), dan P2%salat (2).

Kedua pasal dalam UU No. 1 Tahun 1965 tersebut talemunculkan berbagai
polemik dan persoalan yang serius terkait deng&ratees kebebasan beragama dan
berkeyakinan, baik di dalam hidup bernegara atalygumasyarakat.

Penerapan UU No. /PNPS/1965 dan Diskriminasi terhadap Perempuan

Keberadaan UU No. 1/PNPS/1965 sudah tidak sesgiaatau “inkonstutisional,”
yang membuat penerapan UU ini menjadi tidak id&kibatnya, penerapan UU ini
menyebabkan pelanggaran terhadap hak-hak dasaa wegyarakat Indonesia,
khususnya pihak perempuan. Oleh karena itu, KorReasmpuan melalui Subkom
Pemantauan pada beberapa tahun yang lalu, seltitar 2007, telah melakukan
advokasi terhadap satu kasus yang cukup fenomgmitl,kasus kekerasan yang
dialami Jamaah Ahmadiyah, khususnya perlindungdmadap kelompok
perempuannya. Hasil pemantauan yang telah dilakilkamas Perempuan ini
menunjukkan telah terjadinya pelanggaran seritmtEp Hak Asasi Perempuan
sebagai warga negara. Pelanggaran yang timbultgié@rapan UU
No0.1/PNPS/1965 adalah sebagai berikut:

a. Hak perempuan untuk bebas dari kekerasan berbasis gender

Pengaturan dan jaminan dari adanya hak ini telatudsecara tegas di dalam
ketentuan dari Pasal 28G ayat (1) UUD 1048elain itu di dalam Deklarasi
PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Kekerashadégr Perempuan
(1993) menegaskan, bahwa “kekerasan terhadap pessmmerupakan
sebuah pelanggaran hak-hak asasi dan kebebasamfenthl perempuan dan
menghalangi atau meniadakan kemungkinan perempuoéuk umenikmati
hak-hak asasi dan kebebasan mereka.”

Hasil pemantauan tersebut juga menunjukkan bahwenpeian Ahmadiyah
mengalami kekerasan seksual dan ancaman kekerasata [Baat
berlangsungnya penyerangan terhadap komunitasnyga Pperempuan
Ahmadiyah mengalami ancaman perkosaan di Cianjaty gerempuan
mengalami pelecehan di pengungsian, satu anak pasmmengalami
pelecehan verbal oleh Satpol PP penjaga pengungstata ancamapelet
dan upaya memeluk perempuan Ahmadiyah di pasar.

b. Hak perempuan untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan
Konstitusi menjamin hak warga negara untuk berkgmadan melanjutkan
keturunan seperti yang tercantum dalam ketentuaal 8B ayat (1) UUD
1945, Ketentuan ini ditegaskan lebih lanjut dalam UUniéo 39 Tahun 1999

5 Pasal 28G ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945:
*Setiap orang berhak atas petlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah
kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat
sesuatu yang merupakan hak asasi’.

" Pasa 28B ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945:

‘Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah’.



tentang HAM. Namun, fakta hukum yang ada di lapangeeperti contoh

kasus yang terjadi di daerah Praya, Lombok Tengala pahun 2005, dalam
gugatan di KUA, menunjukkan tidak diakuinya secsath pernikahan antara
seorang perempuan Ahmadiyah dengan seorang Muslimg Ypukan dari

kelompok Ahmadiyah. Akibatnya, hubungan seksualgyaelah mereka

lakukan dianggap sebagai perbuatan zina. Sehirggak yang lahir dari

hubungan tersebut dianggap sebagai anak haram.

Hak perempuan atas penghidupan yang layak

Pada dasarnya, negara memberikan hak atas penghidiamg layak bagi
setiap masyarakat (khususnya perempuan). Untulknhtdlah diakomodir di
dalam ketentuan dari Pasal 27 ayat (2) UUD £98Blain dijamin UUD 1945,
hak atas penghidupan yang layak ini juga dijamilardaketentuan beberapa
pasal dalam UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesdtmrenan
Internasional Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Buday&@@BO0OB), ketentuan
Pasal 6 ayat (2an Pasal*/.

Hak perempuan atas kesehatan reproduksi

Hak untuk mendapatkan layanan kesehatan, khusutemiang kesehatan
reproduksi perempuan merupakan sebuah hak komstiadsyang dijamin
dalam ketentuan Pasal 28H ayat (1) UUD 1&48lak ini berlaku untuk
semua warga negara. Hasil pemantauan Komnas Pexampenemukan
bahwa seorang perempuan Ahmadiyah mengalami keguglirpengungsian
akibat menggendong dan membawa lari anaknya daayaupenyelamatan
diri; seseorang perempuan Ahmadiyah lain mengalkasulitan dalam proses
melahirkan di tempat persembunyian di hutan setelahdapatkan ancaman
perkosaan dari massa penyerang. Pemulihan yangadidan oleh perempuan
Ahmadiyah belum holistik, belum ada layanan khususuk kebutuhan
kesehatan reproduksi perempuan, termasuk dalanhimkela dan pengobatan
gangguan fungsi reproduksi akibat tekanan konflikg/mereka alami.

Kesmpulan dan Rekomendas

8 Pasal 27 ayat (2) UUD Negara RI Tahun 1945:

“Tiap-tiap warga negara bethak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan’.

9 Pasal 6 ayat (2) UU No. 11 Tahun 2005:

‘Tangkah-langkah yang akan diambil oleh Negara Pihak pada Kovenan ini untuk mencapai perwujudan hak ini
sepenuhnya, harus meliputi juga bimbingan tekhnis dan kejuruan serta program-program pelatihan, kebijakan, dan
tekhnik-tekhnik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial dan budaya yang mantap serta lapangan ketja yang penuh
dan produktif, dengan kondisi-kondisi yang menjamin kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi perorangan’.

10 Pasal 7 UU No. 11 Tahun 2005:

“Negara Pihak pada Kovenan ini mengakui hak setiap orang untuk menikmati kondisi ketja yang adil dan menguntungkan,
dan khususnya menjamin:
(a). Bayaran yang memberikan semua peketjaan, sekurang-kurangnya:

1. Upah yang adil dan imbalan yang sesuai dengan pekerjaan yang senilai tanpa pembedaan dalam
bentuk apapun, khususnya bagi perempuan yang harus dijamin kondisi kerja yang tidak lebih
rendah daripada yang dinikmati laki-laki dengan upah yang sama untuk peketjaan yang sama.

2. Kehidupan yang layak bagi mereka dan keluarga mereka, sesuai dengan ketentuan-ketentuan
Kovenan ini;

(b). Kondisi kerja yang aman dan sehat;

(c). Kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk dipromosikan ke jenjang yang lebih tinggi, tanpa didasari
pertimbangan apapun selain seniotitas dan kemampuan;

(d). Istirahat, liburan dan pembatasan jam kerja yang wajar, dan liburan berkala dengan gaji maupun imbalan-
imbalan lain pada hari libur umum’.

1 Pasal 28H ayat (1) UUD Negara RI Tahun 1945:

‘Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan
sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan’.



Sesuai pendapat hukum yang telah disusun Komnasipaan, ada beberapa poin
penting yang menjadi kesimpulan dalam proses Pamgtgrhadap UU No. 1 Tahun
1965 tentang Pencegahan, Penyalahgunaan Dan/atada@@ Agama, yaitu:

1. Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 hali®65 tentang
Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Adalatamerupakan sebuah
Undang-undang yang bersifat inkonstitusional. Qdatena itu ketentuan dari UU
ini sarat dengan pengingkaran terhadap jaminampmkonstitusional bagi
semua warga negara karena, atau secara substeesiténegan dengan ketentuan
dari UUD RI Tahun 1945 (khususnya ketentuan dab KA tentang HAM dan
Bab XI tentang Agama);

2. Bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1965 tentang PNE&otensi
mengancam persatuan bangsa dan landasan kebaBdsaaka Tunggal Ika.

Oleh karena itu, rekomendasi yang disusun Komnasenfmian bagi pihak

Mahkamah Konstitusi, adalah:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan dama Pemohon yang
tergabung kedalam Tim Advokasi Kebebasan Beragama;

2. Menyatakan Undang-Undang Republik Indonesia Nomadiatiun 1965 tentang
PNPS bertentangan dengan UUD Negara Rl Tahun 18dbingga, UU ini
penting untuk dibatalkan.



